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           PUTUSAN SELA  

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah 

menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara: 

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal 

ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Widyati Supriati, 

S.H., M.H. dan 2. Silvia Ningsih, S.H., berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftar di 

Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2815/Pdt.G/2020 

tanggal 10 Juni 2020,  semula sebagai  Tergugat  

sekarang Pembanding; 

melawan 

Terbanding, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung 

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 

HENDRA GUMIRA, S.H., Advokat dan Pengacara pada 

Kantor Hukum “SYAH & PARTNERS”, beralamat di 

Jalan Terusan No. 26. Kota Cimahi, HP. 081320550199, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 

2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-

surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; 

 SALINAN 
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 DUDUK PERKARA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Nph tanggal 

13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  20 Ramadhan 1441 

Hijriyah  yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  

2. Menyatakan secara hukum bahwa harta berupa: 

2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di 

Kabupaten Bandung Barat, seluas kurang lebih 174 m2, dengan 

batas-batas: 

- Utara        :  Jalan Gang 

- Timur :   Ening/Bpk. Ana 

- Selatan :   Ibu Kokom 

- Barat :   Jalan Gang 

2.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, 

seluas kurang lebih 550m2, dengan batas-batas : 

- Utara : Tanah Milik Bp. Amo/dalam AJB tercatat tanah milik 

Solihin 

- Timur : Tanah Milik Endan 

- Selatan : Tanah Milik Solihin/ dalam AJB tercatat tanah Milik     

Neng Sucirah 

- Barat : Tanah Milik Darma 

      adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 

3. Menghukum Kepada Tergugat untuk menyerahkan satu perdua (1/2) 

bagian secara sukarela kepada Penggugat, harta yang diperoleh selama 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut pada 

diktum angka 2 (dua), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, 

maka Harta Bersama tersebut dijual melalui lelang negara di depan 

umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat 

masing-masing satu perdua (1/2) bagian; 
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4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara 

secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.641.000,00 (dua juta enam 

ratus empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing dibebankan se 

jumlah Rp 1.320.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus 

rupiah); 

           Membaca berita acara sidang terakhir tanggal 13 Mei 2020 ternyata 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; 

 Membaca relaas pemberitahuan amar putusan tanggal 27 Mei 2020 

yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada 

Tergugat; 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda 

Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah yang menyatakan bahwa pada hari 

Rabu tanggal 10 Juni 2020 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah 

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama 

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan 

Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan Memori Banding 

berikut bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana tanda terima memori 

banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA. Nph tertanggal 10 Juni 2020, pada 

pokoknya adalan: 

1. Putusan keliru dan tidak benar ; 

- Bahwa Pemohon banding menilai putusan Majelis Hakim adalah keliru 

dan tidak benar. Kekeliruan ini adalah bahwa Majelis Hakim tidak 

menjatuhkan Putusan Verstek  dalam perkara ini . padahal Tergugat 

pada sidang pertama , Tergugat tidak pernah hadir. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam pasal 149 ayat (1) Rbg/125 ayat (1) HIR yang berbunyi : 

“ jika Tergugat tidak datang pada hari perkara ini diperiksa, atau tidak 

pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia 
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dipangil dengan patut maka gugatan itu diterima dan dinyatakan 

dengan Verstek ( tanpa hadirnya Tergugat ) “. 

- Bahwa benar Tergugat melalui kuasa hukumnya pernah hadir 

dipersidangan satu kali, namun teryata agendanya pemeriksaan perkara 

telah selesai dan kuasa hukum Tergugat hadir saat agenda kesimpulan. 

Maka dengan demikian Tergugat mencabut kembali surat kuasa terhadap 

kuasa Hukum, karena Tergugat menilai percuma saja kuasa hukumnya 

hadir bila pemeriksaan perkara dipersidangan telah selesai. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan hak – hak Tergugat untuk melawan dalil – dalil 

dari Penggugat tidak dapat disampaikan.  

- Bahwa berkaitan dengan hal di atas, diketahui bahwa Tergugat tidak 

pernah hadir di pemeriksaan dari mulai sidang pertama sampai dengan 

agenda pemeriksaan selesai. Maka dengan demikian, seharusnya Majelis 

Hakim menyatakan bahwa perkara ini diperiksa dan diputus dengan 

Verstek . sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 

149 ayat (1) R.Bg.  

- Bahwa terkait dengan Hakim yang tidak menetapkan putusan Verstek, 

hal ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dimana Tergugat 

tidak dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan Perlawanan 

terhadap putusan hakim. Tentunya ini  merupakan suatu kerugian bagi 

pihak Tergugat/ Pembanding yang tidak bisa mengajukan gugatan 

perlawanan terhadap putusan hakim yang telah mengabulkan sebagian 

gugatan dari Penggugat/ Termohon Banding;  

- Bahwa dengan diabaikannya pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat 

(1) R.Bg. maka hal ini merupakan suatu kekeliruan dari Majelis Hakim 

dan kekeliruan ini secara mutatis mutandis berdampak pula terhadap 

kesalahan dari putusan Majelis Hakim; 

2. Adanya ketidak benaran dari dalil gugatan Penggugat /Termohon 

Banding/Terbanding ; 

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat / Terbanding, banyak terdapat 

kekeliruan – kekeliruan/ketidak benaran dari fakta – fakta yang 

disampaikan dipersidangan. Fakta – fakta ketidak benaran tersebut 

menyangkut terhadap hal – hal sebagai berikut : 
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a. Fakta waktu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; 

Dalam dalil – dalil nya Penggugat menyampaikan bahwa 

perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 13 

November 2019  sesuai dengan bukti surat akta cerai Nomor : 

Prk/AC/2019/PA/Nph; 

Namun pada fakta yang sebenarnya perceraian antara Penggugat 

dengan Tergugat adalah pada tahun 2016 yang di lakukan 

dihadapan Pejabat Desa yang dihadiri oleh beberapa orang saksi;  

Yang selanjutnya surat perceraiannya baru di urus oleh 

Terbanding/ Penggugat  dan dikeluakan pada tanggal 13 

November 2019, ketika  Penggugat akan mengajukan gugatan 

harta bersama di Pengadilan Ngamprah kabupaten bandung 

Barat; 

b. Fakta pembelian harta berupa tanah Sawah; 

Bahwa Tanah / Sawah yang berlokasi di kabupaten Bandung 

Barat, , seluas kurang lebih 550 m2, dengan batas – batas : 

- Utara : Tanah Milik Bp. Amo/dalam AJB tercatat tanah milik 

Solihin 

- Timur : Tanah Milik Endan 

- Selatan : Tanah Milik Solihin/ dalam AJB tercatat tanah Milik 

Neng Sucirah 

- Barat : Tanah Milik Darma 

dibeli oleh Tergugat/Pemohon banding setelah terjadinya 

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 

8 Januari 2018 ; 

Hal ini berakibat hukum bahwa tanah / sawah tersebut di atas 

bukanlah merupakan harta gono gini melainkan harta pribadi dari 

Tergugat/Pemohon banding yang dibeli dari uang pribadi Tergugat/ 

Pemohon banding ;  
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c. Fakta Penggugat / Termohon banding tidak berhak atas harta 

gono gini ;  

Bahwa Penggugat/ Termohon banding sama sekali tidak berhak 

atas harta gono gini berupa rumah yang terletak di Kabupaten 

Bandung Barat, seluas kurang lebih 174 m2; 

dengan batas – batas : 

- Utara 

- Timur 

- Selatan 

- Barat 

: 

: 

: 

: 

Jalan Gang 

Ening/ Bpk Ana 

Ibu Kokom 

Jalan Gang 

Bahwa benar rumah tersebut di beli setelah terjadinya perkawinan 

antara Pemohon banding/Tergugat  dengan Termohon banding / 

Penggugat. Namun setelah terjadinya perceraian antara Pemohon 

banding/Tergugat dengan Termohon banding/ Penggugat pada 

tahun 2016 , dihadapan beberapa orang saksi bahwa Pemohon 

banding/ Tergugat telah menyerahkan uang kepada Termohon 

banding/ Penggugat sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan 

juta rupiah ) dan sebidang Tanah di Blok Pasir cau , Persil No. xxx 

Kls III seluas 126 tumbak ( 1764 M ) seharga Rp. 126.000.000,- 

(seratus dua puluh enam juta rupiah ); 

Bahwa uang dan sebidang Tanah tersebut diberikan sebagai 

kompensasi dari dibagi duanya rumah hasil pembelian saat 

perkawinan antara Pemohon banding/ Tergugat dengan Termohon 

Banding/ Penggugat;  

Jadi dengan demikian, tidak ada lagi satupun harta gono gini yang 

harus dibagi dua antara Pemohon Banding / Tergugat dengan 

Termohon Banding/ Penggugat ;  

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat  

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan untuk memutus :  

M E N G A D I L I 
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1. Menerima permohonan  Banding dari  Pembanding semula  Tergugat 

untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Ngamprah Nomor : 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. Tanggal  13 Mei 2020 ; 

3.  Mengadili kembali dengan memerintahkan kepada Pengadilan 

Agama ngamprah untuk membuka kembali sidang pemeriksaan 

perkara a quo ;  

MENGADILI SENDIRI 

PRIMAIR : 

- Menolak gugatan Termohon banding semula Penggugat untuk 

seluruhnya ; 

1. Menyatakan secara hukum bahwa : Termohon Banding/ 

Penggugat tidak berhak atas pembagian dari : Sebidang tanah 

berdiri diatasnya bangunan rumah , berdasarkan Akta Jual Beli 

Nomor : xxx/xxxx atas nama Sdri, yang terletak di Kabupaten 

Bandung Barat, seluas  kurang  lebih 174 m2, dengan  

Batas-batas: 

- Utara        :  Jalan Gang 

- Timur :   Ening/Bpk. Ana 

- Selatan :   Ibu Kokom 

- Barat :   Jalan Gang 

Karena Termohon banding/Penggugat telah menerima hak nya 

dari pembagian tanah rumah tersebut ;  

2. Menyatakan bahwa Sebidang tanah sawah yang terletak di 

kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 

xx/xxxx atas nama Sdri, seluas kurang lebih 550 m2, dengan batas 

– batas :  

- Utara : Tanah Milik Bp. Amo/dalam AJB tercatat tanah milik 

Solihin 

- Timur : Tanah Milik Endan 
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- Selatan : Tanah Milik Solihin/ dalam AJB tercatat tanah Milik 

Neng Sucirah 

- Barat : Tanah Milik Darma 

Adalah bukan harta gono gini karena pembeliannya dilakukan 

setelah perceraian antara Pemohon banding/ Tergugat dengan 

Termohon banding/ Penggugat ;  

- Menghukum Termohon Banding / Penggugat untuk membayar biaya 

perkara menurut hukum ;  

- SUBSIDAIR : 

Mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono );  

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra 

memori banding pada pokonya agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/ 

2019/PA.Nph, tanggal 13 Mei 2020 M, dan telah diberitahukan kepada 

Pembanding; 

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan dan pembacaan 

berkas perkara banding (INZAGE) tanggal 22 Juni 2020, sedangkan 

Pembanding pada tanggal 24 Juni 2020; 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2020 dengan 

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut 

telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat 

Nomor W 10-A/2405/HK.05/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020; 

TENTANG  HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah 

membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas 

permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana 

ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang 

ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan 

banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah 

membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas 

permohonan banding dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding dalam memori bandingnya, maka terlebih dahulu Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung akan memeriksa Berita Acara Sidang dan semua 

berkas yang disertakannya, Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah 

Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020, apakah secara formil 

telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang I tanggal 8 

Januari 2020 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, Berita Acara 

Sidang II  tanggal 29 Januari 2020, Penggugat hadir sedangkan Tergugat 

tetap tidak hadir, padahal kedua kali sidang tersebut Tergugat dinyatakan 

telah dipanggil dengan sah dan patut serta ketidak hadirannya tidak 

berdasarkan alasan yang sah, namun Majelis Hakim tidak memutus secara 

Verstek sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 125 ayat (1) 

dan Pasal 126 HIR, melainkan meneruskan persidangan sampai tahap 

pembuktian dan akhirnya diputus dengan putusan tidak verstek, sehingga 

Tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan pada tingkat pertama melalui 

upaya hukum verzet dan akhirnya Tergugat mengajukan upaya hukum 

banding; 

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan Tergugat 

memberikan jawabannya/bantahannya atas gugatan a quo dan guna lebih 

efektifnya proses pemeriksaan tersebut Pengadilan Tinggi Agama 

memandang sangat perlu mendapatkan fakta dalam persidangan mengenai 

perkara ini memandang perlu diadakan sidang tambahan oleh Pengadilan 

Agama Ngamprah; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung perlu menjatuhkan putusan sela dengan 

memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ngamprah untuk membuka 

kembali persidangan sesuai tahapan yang berlaku menurut hukum acara 

perdata. Selanjutnya  dalam waktu yang tidak terlalu lama segera mengirimkan 
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kembali Berita Acara Sidang perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung;    

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung mempunyai dasar untuk menunda pembebanan segala biaya yang 

timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir; 

 Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang yang 

berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

- Menyatakan pemohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding dapat diterima; 

-   Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara; 

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Ngamprah membuka kembali 

persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk 

memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni 

memeriksa kembali sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara yang 

ditentukan oleh hukum acara perdata dan segera mengirimkan hasil 

pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 

-   Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir; 

Demikian putusan sela ini dijatuhkan  di Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 

Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah 

oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H.  selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Fatoni 

Iskandar, S.H., M.H. dan  Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing 

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 13 

Juli 2020, didampingi  oleh   Pipih, S.H. Putusan mana dibacakan pada sidang 

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh kedua 

belah pihak berperkara; 

                                               HAKIM KETUA, 

                                                     Ttd. 
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          Drs. H. Muslih Munawar, S.H.  

       HAKIM ANGGOTA,                                          HAKIM ANGGOTA, 

                  Ttd.                                                                  Ttd. 

                                  

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.             Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. 

PANITERA PENGGANTI,  

                                                          Ttd. 

   Pipih, S.H. 

                 Untuk salinan yang sama bunyinya oleh 

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

 

 

 

AGUS ZAINAL MUTAQIEN 


